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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. 
Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut : 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
Ba B Be 
Ta T Ta 
Ŝa Ṡ  Es (dengan titik di atas) 
Jim J Je 
Ha Ḥ  Ha (dengan titik di bawah) 
Kha Kh Ka dan ha 
Dal D De 
Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
  
ix 
Ra R Er 
Zai Z Zet 
Sin S Es 
Syin Sy Es dan ye 
Şad Ṣ  Es (dengan titik di bawah) 
Dad Ḍ  De (dengan titik di bawah) 
Ţa Ṭ  Te (dengan titik di bawah) 
Za Ẓ  zet (dengan titik di bawah) 
„ain ....„.... koma terbalik di atas 
Gain G Ge 
Fa F Ef 
Qaf Q Qi 
Kaf K Ka 
Lam L El 
Mim M Em 
Nun N En 
Wau W We 
  
x 
Ha H Ha 
Hamzah .…„.… Apostrof 
Ya Y 
 
Ye 
 
 
2. Vokal 
a. Vokal Tunggal 
Tanda Nama Huruf Latin Contoh 
َ Fathah A 
ِ Kasrah I 
ُ Dhammah U 
 
b. Vokal Rangkap 
Tanda dan  Huruf Nama Gabungan Huruf Contoh 
َ Fathah dan ya Ai kaifa : 
ُ Fathah dan wau Au :  haula 
 
 
3. Vokal Panjang (Maddah) 
Harakat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama Contoh 
Fathah dan 
alif atau ya 
 
Ā 
a dan garis di 
atas 
 = Az-ziwāj 
Kasrah dan  i dan garis di = qīla 
  
xi 
ya Ī atas 
Fathah dan 
alif atau ya 
 
Û 
u dan garis di 
atas 
 = yaqûlu 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : 
a. Ta marbutah hidup 
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhomah 
transliterasinya adalah /t/ 
b. Ta marbutah mati 
Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/ 
Contoh  (ṭ alhah) 
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang (al) serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h) 
Contoh : (rauḍ ah al-aṭ fāl/ rauḍ atul at fāl) 
5. Saddah (Tasydid) 
Saddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 
syaddah. Contoh :  (nazzala). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang didalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf, yaitu al).Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan 
menjadi 2 macam, yaitu kata sandang yang diikuti huruf syamsyiyah dan kata 
sandang yang diikuti huruf qamariyah. 
  
xii 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya, yaitu huruf /l/ digantidengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 
tanda hubung. 
Contoh: 
Asy-Syarī„ah: 
Al-jam‟u : 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa hamzah ditrasnliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila 
terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa 
huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Akala 
2. Ta‟khudūna 
3. An-nau‟u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. 
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf 
kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan 
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf  kapital tidak 
digunakan. 
  
xiii 
Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. Wa mā Muhammadun illā rasūl 
2. Al-hamdu lillāhi rabbil „ālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka 
penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu 
bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. ٍيقزّرناريخ ىهن للها ٌّ او 
Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa 
khairur-raziqin 
2. ٌاسيًناو ميكناىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa 
auful-kaila wal  mīzāna 
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ABSTRAK 
 
AIDILLA PUTRI HAPSARI, NIM: 112121001.“HUKUM ABORSI TERHADAP JANIN 
CACAT (Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005). Latar belakang penulis menulis 
skripsi dengan judul hukum aborsi terhadap janin cacat studi analisis Fatwa MUI Nomor 
4 Tahun 2005 ialah dikarenakan banyaknya praktik-praktik aborsi terhadap kehamilan 
yang tidak diinginkan, salah satunya adalah kehamilan yang janinnya sudah diketahui 
dalam keadaan cacat. Dengan demikian Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan 
suatu wadah atau sebuah lembaga diharapkan mampu memberikan solusi atas 
permasalahan tersebut sehingga mampu membimbing serta memperbaiki keadaan 
masyarakat dan bangsa sehingga menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas 
sesuai dengan ajaran Islam. 
Metode penelitian adalah penelitian kepustakaan. Sumber data primernya 
yaitu Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya dan sumber data skundernya yaitu 
internet, makalah dan lain-lain. Teknik pengumpulan datanya studi kepustakaan. 
Hasil penelitian di dalam buku Himpunan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 
ialah diperbolehkannya aborsi terhadap janin cacat karena kalau janin tersebut 
dibiarkan sampai lahir ke dunia maka akan menimbulkan kesulitan bagi orang-orang di 
sekitarnya terlebih bagi dirinya sendiri. 
Sedangkan metode istinbath yang diguanakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
dalam menentukan fatwa tentang aborsi terhadap janin cacat adalah istihsan bi al-
maslahah yaitu Istihsan yang mendasarkan pilihan hukumnya atas kemaslahatan. 
 
 
Key Word: Aborsi, Janin Cacat dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan manusia untuk 
mengetahui keadaan janin sejak masih dalam kandungan, bukan hanya tentang 
jenis kelaminnya saja, tetapi juga tentang apakah janin tersebut menderita cacat 
atau tidak. Salah satu cacat berat yang dapat dideteksi adalah kelahiran fisik 
dan mental yang disebut sindrome down, cacat kelainan ini selain terdapat 
kelainan fisik yang berat juga terdapat perkembangan mental yang sangat 
terlambat (idiot).
1
  
Janin yang sudah terdeteksi mengalami kelainan/cacat jika dibiarkan 
tumbuh berkembang sampai lahir maka di kemudian hari akan menyusahkan 
orang-orang disekitarnya, terutama keluarganya. Oleh karena itu tidak sedikit 
seorang wanita hamil yang lebih memilih untuk aborsi atau menggugurkan 
kandungannya dari pada menanggung akibatnya di kemudian hari. 
Menurut Al-Ghazali, Ibnu Hazm dan Madzab Zaidiyah yang dikutip oleh 
Azhar Basyir yang mendukung bahwa aborsi tetap dipandang sebagai peristiwa 
pidana yang didasarkan pada Al-Qur‟an Surat Al-Isra‟ ayat 31 dan surat Al-
Maidah ayat 32 :  
                                                          
1
 Nur Fatimah, “Aborsi terhadap Janin Cacat” Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah 
IAIN Surakarta, Surakarta 2001, hlm.15 
2 
 
 
                             
   
31. dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. 
kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. 
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. 
                           
                            
                         
        
32. oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain,
2
 atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, 
Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya.
3
 dan 
Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah 
Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah 
datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-
keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu
4
 
sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. 
                                                          
2
 Yakni: membunuh orang bukan karena qishaash. 
3
 Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia 
seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh 
manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh 
seseorang berarti juga membunuh keturunannya. 
4
 Ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata. 
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Bertolak dari prinsip di atas maka tindakan apapun yang mengancam 
kehidupan dihukumi haram oleh Islam dan diancam dengan hukuman yang 
sangat berat.
5
 
Menurut Dr. Yusuf Qardhawi bahwasanya aborsi (menggugurkan 
kandungan) pada dasarnya terlarang, semenjak bertemunya sel sperma laki-laki 
dan sel telur perempuan, yang dari keduanya muncul makhluk yang baru dan 
menetap di dalam tempat menetapnya yang kuat di dalam rahim. Maka 
makhluk baru tersebut harus dihormati, meskipun ia hasil dari hubungan yang 
haram seperti zina. Dan Rasulullah saw. telah memerintahkan wanita 
ghamidiyah yang mengaku telah berbuat zina dan akan dijatuhi hukuman rajam 
itu agar menunggu sampai melahirkan anaknya, kemudian setelah itu ia 
disuruh menunggu sampai anaknya sudah tidak menyusu lagi – baru setelah itu 
dijatuhi hukuman rajam.
6
 
Fatwa di atas merupakan fatwa yang dipilih Dr. Yusuf al-Qardhawi untuk 
keadaan normal, meskipun ada sebagian fuqaha yang memperbolehkan 
menggugurkan kandungan asalkan belum berumur empat puluh hari
7
 seperti 
madzab Hambali. Bahkan sebagian fuqaha ada yang memperbolehkan 
                                                          
5
 Masdar F. Mas‟udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan (Bandung : Mizan, 
1997), hlm. 136 
6
Yusuf al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, cetakan pertama (Jakarta: Gema 
Insani, 2002), hlm. 879 
7
 Berdasarkan sebagian riwayat yang mengatakan bahwa peniupan ruh terhadap janin itu 
terjadi pada waktu berusiaempat puluh atau empat puluh dua hari. 
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menggugurkan kandungan sebelum berusia seratus dua puluh hari
8
 seperti 
Madzab Zaidi. 
Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ("UU Kesehatan") 
Mengenai aborsi, pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi 
berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU tersebut. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi 
diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi; 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.” 
Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi ini diberikan hanya 
dalam 2 kondisi berikut (Pasal 75 ayat [2] UU Kesehatan): 
a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik 
yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit 
genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki 
sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau 
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis 
bagi korban perkosaan.
9
 
Selain itu, ketentuan pidana lain terkait dengan aborsi ini dapat kita lihat 
dalam Pasal 346 KUHP yang menyatakan: 
                                                          
8
 Berdasarkan riwayat yang masyhur bahwa peniupan ruh terjadi pada waktu usia 
kandungan mencapai umur seratus dua puluh hari. 
9
 Pasal 75 ayat [2] UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  
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“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun.”10 
Dengan demikian, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas merupakan aborsi yang 
dilarang dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, seorang pelaku 
dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti telah melakukan aborsi ilegal. Begitu 
juga seseorang dapat dipidana jika terbukti telah menyuruh melakukan aborsi 
ilegal.  
Senada dengan Undang-undang tersebut, MUI (Majelis Ulama Indonesia)  
juga telah menetapkan fatwa Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi bahwa:
11
  
1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding 
rahim ibu (nidasi).  
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.  
a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan 
aborsi adalah: 
1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium 
lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya 
yang harus ditetapkan oleh tim dokter. 
2) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu. 
                                                          
10
 Moeljatno, KUHP, (Jakarata : Bumi Aksara, 2008), Pasal 346, hlm. 124  
11
 Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 462 
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b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat 
membolehkan aborsi adalah: 
1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau 
lahir kelak sulit disembuhkan. 
2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang 
berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, 
dokter, dan ulama. 
c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan 
sebelum janin berusia 40 hari. 
3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. 
Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa janin yang terdeteksi cacat 
sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, 
yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang 
tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar 
kandungan merupakan hajat yang kuat bagi seorang perempuan untuk 
melakukan aborsi sebagai solusinya. 
Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul ini 
dengan tema: HUKUM ABORSI TERHADAP JANIN CACAT  (Studi Analisis 
Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005).   
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B. Rumusan Masalah 
Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat 
pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Bertitik tolak 
pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah: 
1. Bagaimana metode penetapan hukum MUI tentang hukum aborsi janin 
cacat?   
2. Apakah metode penetapan hukum MUI tersebut sesuai dengan metode 
istinbath kaidah hukum Islam? 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana metode penetapan hukum MUI tentang 
hukum aborsi janin cacat?    
2. Untuk mengetahui apakah metode penetapan hukum MUI tersebut sesuai 
dengan metode istinbath kaidah hukum Islam 
D. Manfaat Penelitian 
Diantara manfaat penelitian yang telah dilakukan oleh si penulis ini 
mempunyai dua segi, yaitu dari segi akademik hasil penelitian ini dapat 
menujukkan aspek-aspek teori tentang aborsi terhadap janin cacat. 
Dari segi masyarakat, riset-riset seperti ini akan membantu memberikan 
suatu pengertian sekaligus sebagai jawaban atau solusi terhadap suatu problem 
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yang telah muncul di tengah-tengah masyarakat yang pada umumnya kurang 
memperhatikan suatu ketentuan hukumnya. 
E. Tinjauan Pustaka 
Sebagaimana tertulis di atas bahwa yang menjadi pokok kajian adalah 
hukum aborsi terhadap janin cacat. Buku-buku kajian maupun penelitian-
penelitian yang membahas tentang aborsi cukup banyak dijumpai.  Dan tulisan-
tulisan yang berkaitan dengan aborsi sepengetahuan penulis sebagai berikut: 
Skripsi Khusnul Indriyah yang berjudul “Aborsi Sebagai Delik dan Akibat 
Hukumnya (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan KUHP). Dalam 
bukunya Khusnul tersebut mengulas tentang aborsi dilihat dari 2 sudut pandang 
yakni Islam dan hukum positif. Bahwa keduanya memiliki kesamaan yakni 
aborsi bagi hukum Islam dan hukum positif adalah suatu tindakan kejahatan 
yang sangat dilarang. Selain itu memiliki batas sama yakni pada masa usia 
janin 120 hari. Adapun hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya adalah 
untuk pencegahan dan pendidikan. 
Skripsi Dwi Wahyuni yang berjudul “Aborsi Dalam Perspektif Hukum 
Islam (Analisis Keputusan Majlis Tarjih Muhammadiyah). Dalam skripsi 
tersebut mengulas tentang hukum aborsi menurut pandangan Majlis Tarjih 
Muhammadiyah, yaitu anatara lain sebagai berikut: a. Abortus provokatus 
kriminalis hukumnya haram sejak terjadi pembuahan; b. Abortus provokatus 
medicinalis dapat dibenarkan dengan alasan darurat yakni adanya kekhawatiran 
keselamatan atau kesehatan ibu waktu mengandung dan melahirkan 
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berdasarkan hasil pemeriksaan dengan pihak-pihak tertentu seperti dokter 
kandungan, psikiater. 
Sedangkan skripsi milik Umi Saidah berjudul “Tinjauan Hukum Islam 
terhadap Wanita Hamil yang Melakukan Aborsi”. Di skripsi tersebut lebih 
menitik beratkan pada hukumannya yakni aborsi merupakan tindak jarimah 
pembunuhan, maka akibatnya berupa denda. Mengenai denda yang dijatuhkan 
berbeda yang membedakan batas usia janin, jika usia janin belum 4 bulan maka 
berupa denda tetapi apabila usia janin sudah melebihi 4 bulan maka hukumnya 
berupa tebusan lengkap dan taubat. 
Skripsi Nur Fatimah yang berjudul “Aborsi Terhadap Janin Cacat” 
(Kajian Pendekatan Maslahah Mursalah), menegaskan bahwa pada kasus ini 
harus berhati-hati. Dalam arti kategori cacat di sini adalah yang sangat 
membahayakan calon anak untuk kehidupan nantinya, dan ini harus melalui 
pemeriksaan dokter, aborsi karena cacat fisik atau mental ini diperbolehkan 
karena indikasi medis. 
Selain dari studi yang ditulis beberapa mahasiswa, penulis juga akan 
menguarai buku yang membahas tentang aborsi yakni bukunya Ali Gufron dan 
Adi Heru Sutomo yang berjudul “Abortus, Bayi Tabung, Transplantasi Ginjal 
dan Operasi Alat Kelamin”.12 Di dalam buku tersebut mengulas tema-tema 
yang berbeda tetapi tema yang berkenaan dengan aborsi menjelaskan segala 
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 Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo, Abortus, Bayi Tabung, Transplantasi Ginjal dan 
Operasi Alat Kelamin, (Yogyakarta : PT. Aditya Media, 1993). 
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macam bentuk aborsi serta pandangan aborsi dari segi agama Islam, medis dan 
hukum pidana. 
Meskipun pembahasan masalah aborsi sudah banyak yang dilakukan oleh 
para fuqaha maupun para peneliti hukum Islam, penulis juga ingin 
memaparkan fatwa MUI yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan 
tersebut guna memperbanyak khazanah keilmuan sehingga bisa memberikan 
tawaran-tawaran riil kepada para ibu yang janin didalam kandungannya 
terdeteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. 
Meskipun mengenai hukum aborsi terhadap janin cacat sudah pernah ditulis 
oleh saudara Nur Fatimah dengan (kajian pendekatan maslahah mursalah), 
namun di sini kami ingin menulis dan memaparkan hukum aborsi terhadap 
janin cacat (studi analisis fatwa MUI). Oleh karenanya peneliti menganggap 
perlu adanya suatu penelitian tentang masalah tersebut. 
F. Kerangka Teori 
Kajian tentang hukum aborsi terhadap janin cacat apakah boleh atau tidak 
tentu tidak terlepas dari kajian tentang dalil atau sumber hukum sebagai dasar 
tempat bertolak dalam melakukan penggalian hukum. Tanpa lebih dahulu 
mengkaji dalil atau sumber hukumnya, kajian untuk menguaknya akan menjadi 
tidak utuh. 
Para ulama membagi dalil atau sumber hukum atas dua bentuk, yaitu: 
Pertama, dalil-dalil yang disepakati keabsahannya, dan kedua, dalil-dalil yang 
tidak disepakati keabsahannya. Empat dalil atau sumber hukum yang 
11 
 
 
disepakati keabsahannya adalah al-Qur‟an, as-Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas. Para 
ulama juga bersepakat bahwa istidlal (proses pencarian sebuah dalil hukum) 
mengikuti hirarki di atas, yakni apabila ada suatu peristiwa atau kasus, maka 
seorang yang ingin mengetahui hukumnya harus merujuk terlebih dahulu pada 
al-Qur‟an. Apabila ia menemukannya, ia harus mengambil dan 
melaksanakannya . bila ia tidak menemukannya, maka ia beralih ke as-Sunnah. 
Demikian pula apabila ia tidak menemukannya, maka ia akan menoleh ijma‟ 
tentang kasus tersebut. Dan terakhir kali, bila ia tidak menemukannya, maka ia 
akan berijtihad menggunakan Qiyas.
13
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan 
yang akan diteliti berupa buku-buku dan bahan tertulis lainnya yang ada di 
perpustakaan. 
Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif 
yaitu uji analisa data yang berwujud keterangan-keterangan dan penjelasan-
penjelasan yang berhubungan dengan aborsi terhadap janin cacat. 
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 Abd al-Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 21 
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2. Sumber Data 
Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, maka dalam 
hal ini penelitian menggunakan sumber data dan sumber-sumber tertulis. 
Adapun sumber data penelitian ini adalah 
a. Sumber primer, yaitu himpunan fatwa MUI No. 4 Tahun 2005. 
b. Sumber data sekunder, merupakan data yang mendukung objek kajian 
yang mendukung dan melengkapi data primer seperti jurnal, makalah, 
dan lain-lain yang langsung/tidak langsung berkaitan dengan objek 
penelitian. 
c. Sumber data tarsier, merupakan sumber data yang tidak berkaitan dengan 
tema yang sedang diteliti keberadaannya sangat dibutuhkan untuk 
kelancaran penelitian ini seperti kamus ensiklopedi dan metodologi 
penelitian. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode dokumentasi yakni mencari data mengenai hal atau variabel berupa 
catatan, transkip, buku, surat, majalah, dan lain-lain. Sebagai bahan rujukan 
buku-buku atau tulisan-tulisan mengenai aborsi dan yang berkenaan dengan 
pembahasan ini. 
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4. Metode Analisa Data 
Metode yang dipakai dalam menganalisa data ini adalah : metode analisis 
deduktif yaitu mempelajari konsep suatu lembaga yang bersifat umum dan 
ditarik dalam persoalan yang bersifat kasuistik sehingga dapat diambil 
kesimpulan mengenai persoalan tersebut. 
H. Sistematika Penulisan 
Hasil penelitian mengenai studi fatwa MUI tentang hukum aborsi terhadap 
janin cacat, penulis dapat menjabarkannya dalam bentuk sebagai berikut; 
Bab I dalam pendahuluan dijelaskan tentang gambaran secara umum 
mengenai judul skripsi ini dengan menguraikan tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, 
metode penelitian, sitematika penulisan dan daftar pustaka.  
Bab II, dalam bab ini dijelaskan sekilas tentang aborsi yang terdiri dari 
pengertian aborsi, macam-macam aborsi, metode aborsi baik tinjauan medis 
maupun non medis, alasan aborsi baik tinjauan medis maupun non medis dan 
aborsi menurut pandangan fuqaha.   
Bab III, dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum MUI yang 
meliputi sejarah berdirinya MUI, visi/misi MUI, fungsi MUI, orientasi dan 
peran MUI, kewenangan dan wilayah fatwa MUI, fatwa MUI tentang hukum 
aborsi terhadap janin cacat dan metode penetapan fatwa MUI tentang aborsi 
terhadap janin cacat.  
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 Bab IV, dalam bab ini merupakan inti dari skripsi yang mana akan 
menjawab pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu membahas tentang 
Analisis fatwa MUI tentang hukum aborsi terhadap janin cacat dan analisis 
metode penetapan fatwa MUI tentang aborsi terhadap janin cacat. 
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BAB II 
ABORSI DAN KAIDAH ISTINBATH HUKUM 
A. Aborsi 
1. Pengertian Aborsi 
Secara umum, istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, 
yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja 
ataupun tidak.
14
 Sedangkan di dalam bukunya Abu Fadl Mohsin Ebrahim 
dijelaskan bahwa aborsi adalah berakhirnya kehamilan – dapat terjadi secara 
spontan akibat kelainan fisik wanita atau akibat penyakit biomedis internal 
atau mungkin disengaja melalui campur tangan manusia.
15
 
Aborsi dalam bahasa Arab disebut “ijhadh”, yang memiliki beberapa 
sinonim yakni; isqath (menjatuhkan), ilqa‟ (membuang), tharah (melempar) 
dan imlash (menyingkirkan). 
Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi:  
a. Secara medis abortus didefinisikan sebagai gugurnya janin atau 
terhentinya kehamilan setelah nidasi (proses pemasukan telur {jantan} 
yang telah dibuahi {sehingga menyebabkan kehamilan})
16
, sebelum 
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terbentuknya fetus (janin/embrio) yang viabel (mampu hidup), yakni 
kurang dari 20-28 minggu.
17
  
b. Menurut istilah kedokteran: Aborsi adalah mengeluarkan isi rahim 
sebelum mencapai 28 minggu, yang menjadikanya tidak dapat hidup. 
Maka bila lahir setelah waktu tersebut tidak dinamakan sebagai aborsi 
menurut kedokteran, tetapi ia dinamakan dengan kelahiran sebelum 
waktunya. 
18
 
c. Menurut istilah undang-undang: Aborsi adalah mengeluarkan janin 
dengan unsur kesengajaan sebelum waktu tabiat kelahiran, dan dilakukan 
dengan segala cara yang tidak dihalalkan oleh undang-undang. Maka 
ditegakan padanya hukum bila terdapat tiga rukun; adanaya kehamilan, 
adanya praktek-praktek yang mengacu kepada tindakan aborsi dan 
adanya maksud perbuatan kriminal.
19
  
d. Para fuqaha mendefinisikan aborsi (isqath al-haml) pengguguran janin 
yang dikandung perempuan dengan tindakan tertentu sebelum sempurna 
masa kehamilannya baik dalam keadaan hidup atau mati sebelum si janin 
bisa hidup di luar kandungan namun telah terbentuk sebagian anggota 
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tubuhnya. Kalangan syafi'iyah, jumhur dan hanafiyah memasukan aborsi 
dalam bab jinayat (pidana).
20
 
e. Menurut M. Quraish Shihab bahwa aborsi adalah pengguguran 
kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan – baik dalam 
keadaan hidup ataupun tidak – sehingga keluar dari rahim dan tidak 
hidup, baik itu dilakukan dengan obat ataupun selainnya, oleh 
mengandungnya maupun oleh orang lain.
21
 
Dari beberapa definisi tersebut dapat kami simpulkan bahwa aborsi 
adalah mengeluarkan janin yang ada di dalam rahim dengan unsur 
kesengajaan sebelum waktu tabiat kelahiran dan dilakukan dengan segala 
cara – baik dilakukan dengan menggunakan obat-obatan ataupun selainnya 
dan dilakukan oleh dia sendiri ataupun orang lain sehingga janin keluar 
dalam keadaan mati. 
 
2. Macam-macam Aborsi 
Secara umum aborsi atau pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi 
dua macam yaitu:
22
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1. Aborsi Spontan (Spontanous Abortus) 
Aborsi spontan adalah aborsi yang tidak disengaja. Aborsi spontan 
biasa terjadi karena penyakit sphylis, demam panas yang hebat, penyakit 
ginjal, TBC, kecelakaan dsb. Oleh para ulama aborsi ini disebut Isqath al 
Al‟afwi   yang berarti aborsi yang dimaafkan, karena pengguguran seperti 
ini tidak menimbulkan akibat hukum.
23
 
2. Abortus Buatan (Abortus Provocatus) 
Abortus Provocatus adalah abortus yang sengaja dilakukan oleh 
manusia untuk menggugurkan kandungannya. Abortus Provocatus ini 
dibagi menjadi duamacam yaitu abortus artificialis therapicus dan 
abortus provokatus criminal.
24
 
a. Abortus Artificialis Therapicus 
Yaitu abortus yang dilakukan seorang dokter atas dasar indikasi 
medis. Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang 
terancam karena pemeriksaan medis menunjukkan gejala seperti, ibu 
tersebut menderita penyakit jantung, ginjal, dan penyakit jiwa.
25
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b. Abortus Provocatus Criminal 
Yaitu abortus yang dilakukan bukan atas dasar indikasi medis, tetapi 
abortus seperti ini biasanya dilakukan karena faktor di luar medis 
misalnya kehamilan seorang perempuan yang tidak dikehendaki – 
baik karena alasan ekonomi, sosial maupun kehamilan karena akibat 
dari pergaulan bebas di luar nikah.
26
 
3. Metode Aborsi 
Metode yang digunakan dalam menggugurkan kandungan di negara 
berkembang sangat beragam dan bervariasi, dari teknik yang digunakan 
para dukun bayi, tetangga yang menolong atau wanita hamil itu sendiri.
27
 
Untuk memperjelas dan memudahkan bagi penulis tentang metode yang 
digunakan, maka penulis memilahkannya menjadi dua tinjauan yaitu 
tinjauan medis yang digunakan oleh para dokter dan petugas kesehatan dan 
tinjauan non medis yang digunakan oleh selain dokter.  
1. Tinjauan Medis 
a. Metode yang paling sering digunakan oleh para dokter atau petugas 
kesehatan adalah metode pengeluaran dengan menggunakan alat 
terutama Dilatasi dan Kuretasi (D dan K), metode ini dapat meliputi 
pelebaran saluran leher rahim yang memungkinkan masuknya 
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peralatan bedah guna mengeluarkan isi kandungan. Kuretase adalah 
bedah secara progesif yang kemudian digantikan oleh kuretase 
penghisapan yang salah satu diantaranya adalah indikasi haid.
28
 
Walaupun pengeluaran dengan alat khusus, indikasi haid terutama 
digunakan oleh para dokter namun pada kenyataannya hampir semua 
wilayah menggunakannya, hal tersebut juga dilakukan oleh para 
petugas kesehatan yang lain hampir di seluruh sistem pelayanan 
kesehatan masyarakat, karena upaya itu dianggap sebagai metode 
aborsi yang paling aman jika dilakukan oleh petugas yang terampil 
dan berpengalaman pada trimester pertama dari usia kehamilan. 
b. Aspirasi Vakum. Dalam metode ini sebuah tabung plastik kecil yang 
dipasangkan pada pompa vakum dimasukkan ke dalam uterus untuk 
menghisap isinya. Ini bisa dilakukan dengan anestesi lokal atau umum 
praktis tanpa rasa nyeri dan sangat aman. Metode ini hanya dilakukan 
untuk kehamilan sampai dua belas minggu. 
c. Dilatasi dan Evakuasi (D dan E). Cara ini kadang digunakan sebagai 
pendahuluan untuk aspirasi vakum atau digunakan secara tersendiri. 
Dalam prosesnya serviks dibuka dengan perlahan (didilatasi) dan 
kemudian uterus dikosongkan dengan cunam spon. Teknik ini 
dilakukan untuk kehamilan berusia 7-16 minggu dan dalam tangan 
                                                          
28
 Ibid..,  
21 
 
 
yang terampil bisa untuk kehamilan berusia sampai 12 minggu. Ada 
sedikit resiko kemungkinan rusaknya serviks.
29
 
d. Metode Histeromi yaitu suatu metode pembedahan yang memerlukan 
perawatan di rumah sakit beberapa hari. Metode ini pada dasarnya 
adalah bedah besar yang dilakukan sebelum janin dapat hidup di luar 
janin.
30
 Metode histeromi ini sekarang sudah tidak terlalu digunakan 
karena metode tersebut sering menimbulkan resiko dan komplikasi 
kematian yang tinggi. Menurut bahasa kitametode histeromi adalah 
metode operasi. 
2. Tinjauan Non Medis 
Abortus dengan tinjauan non medis ini banyak sekali caranya 
diantaranya: 
a. Dengan menggunakan atau memasukkan larutan garam atau 
prostaglandin untuk merangsang kontraksi rahim. Sejak dimulai 
sampai selesai pada umumnya membutuhkan waktu tiga puluh enam 
jam sampai tujuh puluh dua jam, gejalanya muntah-muntah, diare 
berat sebagai akibat dari iritasi prostaglandin. 
Pemasukan cairan ke dalam uterus untuk menginduksi aborsi 
merupakan praktek umum yang dilakukan oleh kalangan pelaku 
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pelayanan aborsi yang tidak memenuhi persyaratan dan para wanita 
yang digunakan pun bervariasidan bermacam-macam jenisnya. Mulai 
dari air sabun sampai desinfektan rumah tangga yang dimasukkan 
melalui alat suntik maupun kantong semprotan. 
b. Metode lain yang sering digunakan adalah dengan memasukkan benda 
ke dalam rahim, bermacam-macam benda yang dapat dipergunakan 
untuk menggugurkan kandungan, misalnya di Ghana sering digunakan 
dua jenis kayu salah satu diantaranya ranting pohon comelina yang 
juga dimasukkan ke dalam rahim akan menghisap dan mengembang, 
membuka leher rahim dan menyebabkan abortus. Jenis lain berasal 
dari tanaman jatropha berperan sebagai benda asing yang 
menyebabkan aborsi.
31
 
Praktek menggugurkan kandungan di negara-negara lain sangat 
berbeda dan bermacam-macam caranya, misalnya di Malaysia dijual 
pil yang dibuat dari timah oksida dan minyak zaitun. Di philipina 
menggunakan pisang dan daun kalachulchi untuk aborsi. Lain lagi di 
India dengan menggunakan jeruk, wortel yang dikeringkan kemudian 
dimasukkan ke dalam rongga rahim.
32
 
Bahkan ada yang lebih mengerikan lagi, para wanita di Amerika 
menggunakan berongga atau tabung plastik da melalui lubang ini 
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mereka mengorek kandungannya dengan menggunkan jari-jari pejong, 
jarum/potongan kawat. Maka akibat dari hal tersebut terjadi 
kerobekan kandungannya, ususnya dan kantung kemihnya, ini 
merupakan tragedi yang mengerikan akibatnya banyak pasangan 
suami isteri becerai karena menganggap sudah tidak utuh lagi.
33
  
Di Amerika aborsi ilegal kadang-kadang dilakukan dengan 
menggunakan ujung keteter yang lentur dengan memasukkan ke 
dalam rahim sedang ujung yang lain sering diikatkan ke bagian dalam 
paha wanita kemudian wanita tersebut disuruh berjalan-jalan sehingga 
keteter tersebut mengganggu isi kandungannya.
34
 
c. Metode yang lain adalah dengan memijit lambung keras, metode ini 
non invasif demikian juga metode pengguguran yang biasanya disertai 
dengan memasukkan corong ke dalam rahim. Caranya adalah daerah 
lambung wanita tersebut ditekan dengan tangan atau menekan dengan 
kaki dalam waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan aborsi. 
Adapula para dukun yang memijit perut atau pinggul dengan paksa 
untuk mengeluarkan janin, sehingga terjadilah pendarahan yang bisa 
mengakibatkan kematian.
35
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4. Alasan-Alasan Aborsi 
1. Tinjauan Medis 
a. Alasan Kesehatan Sang Ibu 
Abortus provocatus tidaklah terlepas dari suatu keadaan yang 
darurat, maksudnya adalah apabila ada alasan yang benar-benar 
mendesak sehingga dilakukan aborsi misalnya bila janin dibiarkan 
tumbuh sampai lahir akan mengakibatkan kematian sang ibu.
36
 
Sebagai contoh konkritnya adalah pembuahan yang terjadi di luar 
kandungan, seorang ibu mempunyai penyakit yang berbahaya, dan 
lain sebagainya. Lebih tegasnya abortus provocatus therapicus ini 
dilakukan apabila merupakan jalan terbaik untuk menolong jiwa sang 
ibu yang diusahakan dengan menggunakan obat-obatan atau dengan 
alat-alat dengan tinjauan pengobatan. Abortus provocatus therapicus 
tersebut diambil untuk menyelamatkan ibu yang eksistensi sudah jelas 
dan sudah mempunyai hak dan kewajiban, harus didahulukan dari 
pada menyelamatkan janin yang belum dilahirkan. 
b. Alasan Janin Cacat 
Kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan manusia 
untuk mengetahui keadaan janin sejak masih dalam kandungan, bukan 
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hanya tentang jenis kelaminnya saja, tetapi juga tentang apakah janin 
tersebut menderita cacat atau tidak. Salah satu cacat berat yang dapat 
dideteksi adalah kelahiran fisik dan mental yang disebut sindrome 
down, cact kelainan ini selain terdapat kelainan fisik yang berat juga 
terdapat perkembangan mental yang sangat terlambat (idiot). Kelainan 
yang lain yaitu kepala yang tidak berkembang (anan safeli) atau cairan 
otak tersumbat (hidro safelus). 
Untuk mengetahui jenis kelainan pada janin lebih lanjut di bawah 
ini di deskripsikan tentang hal tersebut : 
1) Sidrome down 
Kelainan ini disebabkan oleh dua faktor perkawinan hubungan 
saudara dan faktor usia ibu sudah lanjut.
37
 Faktor lain misalnya si 
ibu seorang alkoholik atau si ibu mempunyai penyakit kelamin 
yang menular yang dapat mempengaruhi terjadinya janin cacat 
mental. Anak tersebut jika lahir hidup, kelak tidak akan mampu 
berkembang menjadi manusia yang normal, manusia yang mandiri 
dalam hidupnya dan akan selalu tergantung kepada orang lain.
38
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2) Hidrosafelus (saluran otak tersumbat) 
Saraf adalah organ yang tidak terpisahkan dari otak. Setiap sel 
saraf dikhususkan untuk menyalurkan inpulse. Untuk itu ia 
terpaksa harus mengorbankan fungsi biologik lainnya. Sel tidak 
mampu membiak dan metabolisnyapun sangat sederhana dan 
sangat cepat sehingga tanpa zat asam ini akan mati dalam beberapa 
menit saja. 
Sebuah sel saraf lengkap dengan serabut-serabutnya dan 
percabangan-prcabangannya dinamai neuron dan setiap neuron 
merupakan kesatuan yang berdiri sendiri. Itulah sedikit gambaran 
betapa rumitnya susunan saraf yang tidak terpisahkan dari otak, 
karenanya cacat saraf merupakan kelainan yang erat kaitannya 
dengan proses tumbuh kembang otak si anak, sejak dalam 
kandungan hingga balita, tapi saat yang paling riskan adalah pada 
trimester pertama dari masa kehamilan yaitu pada hari keduabelas, 
minggu keenam. 
Anan safeli adalah termasuk salah satu penyakit saraf ketika 
janin masih dalam kandungan. Penderita ini ditandai dengan 
kekacauan gerak dan lambat dalam bereaksi dan juga radang otak 
yang disebabkan oleh serangan virus dan bakteri yang ada dalam 
tubuh si ibu. Itulah gambaran tentang macam-macam kelainan yang 
diderita oleh janin ketika dalam kandungan pada semua jenis 
27 
 
 
kelainan itu dapat dikatakan sebagai kelainan genetik itu belum ada 
obatnya. Hanya ada satu cara untuk menanggulangi yaitu dengan 
cara melakukan abortus, tentu saja berdasarkan pertimbangan 
medis apabila sudah dipastikan sajak dini adanya kelainan genetik 
tersebut. 
2. Tinjauan Non Medis 
Adapun alasan dilakukan abortus provokatus ini pada prinsipnya 
dilakukan oleh karena adanya rasa penolakan terhadap kelahiran janin 
yang dikandungnya terlepas dari wanita yang telah bersuami ataupun 
wanita yang belum bersuami baik disebabkan karena hubungan gelap di 
luar perkawinan yang sah atau tidak. Dan alasan ini timbul dari berbagai 
faktor misalnya faktor ekonomi, sosial atau hamil akibat seks bebas, 
ataupun kehamilan karena diperkosa. 
a. Alasan Ekonomi dan Sosial 
Sudah merupakan kebiasaan di zaman kejayaan musyrikin 
jahiliyah mereka akan menjadi ejekan masyarakat, sebab anak 
perempuan menurut anggapan mereka akan hanya menambah beban 
hidup tanpa dapat memberi kegunaan untuk memperkuat kabilah.
39
 
Sebagaimana hal tersebut diceritakan dalam Al-Qur‟an surat an-
Nahl ayat 58-59: 
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                          
                         
               
58. dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan 
(kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, 
dan Dia sangat marah. 59. ia Menyembunyikan dirinya dari orang 
banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. 
Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan 
ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. 
ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.
40
 
Dari ayat tersebut di atas dapat dianalogikan bahwa alasan 
membunuh anak (aborsi) karena faktor sosial dan rasa malu tidak 
dapat dibenarkan dalam Islam dan merupakan kejahatan. Adapun 
aborsi dengan alasan ekonomi misalnya khawatir tidak akan mampu 
mencukupi kebutuhan hidup anak atau takut miskin juga tidak dapat 
dibenarkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Isra‟ 
ayat 31: 
                         
      
31. dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 
kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan 
juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa 
yang besar.
41
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Selain ayat tersebut di atas masih ada ayat yang semakna dengan 
ayat tersebut yaitu ayat yang menjelaskan tentang tidak ada makhluk 
hidup di dunia ini yang tidak disediakan rizqinya, yaitu terdapat 
dalamAl-Qur‟an surat Hud ayat 6:  
                         
                
6. dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-
lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam 
binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam 
kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). 
 
b. Kehamilan Akibat Seks Bebas 
Sebagai hal tersebut diceritakan dalam Al-Qur‟an surat Al-Maidah 
ayat 14 yaitu menjelaskan bahwa Islam mengakui manusia memiliki 
kecenderungan untuk senang kepada wanita untuk memenuhi 
kebutuhan biologisnya itu melalui perkawinan yang sah yang 
ditetapkan dalam Al-Qur‟an dan Hadits Nabi SAW. 
Tidak ada keraguan bahwa naluri seks merupakan salah satu naluri 
terkuat yang ada pada diri manusia dan tujuan pendek dari naluri seks 
adalah hubungan seks yang berlawanan jenis dan tujuan akhirnya 
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adalah memperoleh keturunan.
42
 Untuk menyalurkan naluri ini secara 
benar, Nabi Muhammad mengingatkan: 
َيْهَف َةَءاَبْنا ُىُكُْ ِي َعاَطَخْسا ٍِ َي ِباَبَشنا َرَشْعَياَي ِرَصَبْهِن ُضَّغَا ُّ َِاَف ْجَوَسَخ
 ِاور( ٌءاَجِو ُّ َن ُّ َِاَف ِوْىَصناِب ِّ ْيَهَعَف ْعِطَخْسَي ْىَن ٍْ َيَو ِجْرَفْهِن ٍُ َصْحَاَو
.)يراخبنا 
“hai para pemuda, apabila engkau telah siap untuk menikah, maka 
menikahlah karena dengan ini kamu dapat menjaga pandanganmu, 
dan kesucianmu, tetapi bagi mereka yang tidak mampu maka 
berpuasalah karena dengan puasa dapat menahan nafsu birahimu.
43
 
Dengan demikian, lembaga perkawinan merupakan cara untuk 
memisahkan hubungan seksual, baik menurut agama Islam maupun 
agama-agama yang lain, tetapi pada saat ini hubungan seksual di luar 
nikah telah menjadi trend hampir merambah ke seluruh dunia 
terutama di barat. Seks bebas pra nikah tampaknya sudah menjadi 
norma.
44
 Dan bahkan hal tersebut sudah merambah ke negeri kita 
tercinta ini. 
Diantara yang menjadikan bebasnya hubungan seks pra nikah 
adalah: 
1) Kebudayaan barat yang sempat masuk ke negara kita yang sifatnya 
negatif dan tak mustahil dapat mempengaruhi remaja-remaja kita. 
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 Abu Fadl Mohsin Ebrahim, Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Bandung 
: Mizan 1997), hlm. 142 
43
 Al-Bukhari, Kitab Nikah jilid 5, hlm. 438 
44
 Abu Fadl Mohsin Ebrahim, Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Bandung 
: Mizan 1997), hlm. 143 
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2) Perkembangan teknologi yang begitu pesatnya akan mengikis iman 
kita dan selanjutnya lupa dengan tujuan hidup dan lupa akan 
Penciptanya. Selain itu pengaruh dari pesatnya perkembangan 
teknologi tersebut memudahkan bagi seorang wanita seandainya 
ingin menggugurkan kandungan tak perlu repot-repot karena semua 
sarana sudah tersedia dan bermacam-macam alat kontrasepsi terjual 
bebas di mana-mana.
45
 
Biasanya remaja-remaja yang suka melakukan hubungan seksbebas 
tidak memiliki cukup pengetahuan untuk mengambil tindakan-
tindakan pencegahan agar tidak hamil. Misalnya tidak menggunakan 
alat kontrasepsi, hal ini dikarenakan ; pertama mereka takut 
menggunakan alat kontrasepsi karena terlalu mendengarkan 
informasi-informasi yang salah tentang efek-efek samping yang dapat 
terjadi, kedua mereka tidak mau menggunakan kontrasepsi karena 
terlalu merepotkan, ketiga mereka tidak mengetahui sama sekali 
tentang kontrasepsi, keempat mereka mengetahui tetapi tidak tahu 
dimana memperolehnya.
46
 
Disamping itu ada juga remaja-remaja yang melakukan hubungan 
seks dengan menggunakan alat kontrasepsi tetapi gagal. Kegagalan 
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 Kartono Muhammad, Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Biotika 
(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 51 
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disebabkan mungkin tidak sempurna dalam pemasangan atau mungkin 
sebab yang lain. 
Selain para remaja tidak cukup pengetahuan tentang kontrasepsi 
mereka juga tidak tahu bahwa hubungan seks yang dilakukan secara 
nyata-nyata (senggama) dapat mengakibatkan kehamilan bahkan 
kehamilan dapat terjadi meskipun hanya setetes air mani yang masuk 
ke dalam saluran vagina wanita. Terhadap kehamilan yang terjadi 
melalui perilaku demikian itu mereka sering mengangkat dengan dalih 
bahwa mereka tidak melakukan senggama yang sesungguhnya. 
c. Kehamilan Akibat Perkosaan 
Perkosaan merupakan pengalaman yang traumatis terhadap jiwa. 
Jika akibat perkosaan itu menjadikan kehamilan dan selanjutnya 
kelahiran anaknya akan mengingatkan peristiwa yang traumatis 
tersebut.
47
 
Perlu dicatat bahwa perkosaan merupakan kejahatan seksual. 
Namun perkosaan sama sekali tidak sama dengan perzinaan dan 
pergaulan bebas, karena perkosaan melibatkan pemaksaan dan 
kekerasan.
48
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Dalam kasus dimana kehamilan terjadi karena perkosaan maka kita 
dihadapkan dengan masalah apakah aborsi dapat dibenarkan? Orang 
akan menjawab boleh dengan memandang bahwa perbuatan seksual 
dilakukan wanita dengan paksaan bukan atas kemauan sendiri. Dalam 
hal ini Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 173: 
                           
                         
173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut 
(nama) selain Allah
49
. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
50
 
Islam memberikan solusi terhadap kasus perkosaan adalah dengan 
mengakhiri segala bentuk pengesekan tubuh di depan publik, 
melarang film porno, buku porno dan membatasi pergaulan bebas 
antara pria dan wanita serta tidak menggunakan wanita sebagai daya 
tarik iklan untuk menjual segala macam produk atau barang.  
5. Pandangan Ulama Tentang Aborsi 
Ulama fiqh telah sepakat mengatakan bahwa pengguguran kandungan 
(aborsi) sesudah ditiup ruh (selama 4 bulan kehamilan) adalah haram, 
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karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa.51 
Sedangkan pengguguran kandungan (aborsi) sebelum ditiup ruh pada janin 
(embrio), yaitu sebelum 4 bulan, para fuqaha berbeda pendapat tentang 
boleh tidaknya melakukan pengguguran tersebut. 
Ulama yang membolehkan aborsi sebelum janin berumur 4 bulan adalah 
Muhammad Ramli (wafat 1596 M) dalam kitabnya al-Nihayah, dengan 
alasan karena belum ada mahluk yang bernyawa. Adapun ulama yang 
memandang makruh adalah Abu Hanifah dengan alasan karena janin masih 
mengalami pertumbuhan.  
Diantara ulama yang mengharamkan aborsi sebelum ditiup ruhnya adalah 
Ibnu Hajar dalam kitabnya al-Tuhfah, al-Ghazali
52
 dalam kitabnya Ihya‟ 
Ulumi al-Din, Syekh Syaltut dalam kitabnya al-Fatawa dan sebagian ulama 
Malikiyah. Mereka mengharamkan aborsi karena sesungguhnya janin 
(embrio) pada saat itu sudah ada kehidupan (hayat) yang patut dihormati, 
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sudah ujud, sedang ujudnya anak itu sendiri bertahap. Tahap pertama yaitu bersarangnya sperma 
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kriminal dalam hal ini lebih kejam. Jika telah ditiupkan roh dan sudah sempurna kejadiannya, 
maka tindak kriminal dalam soal ini lebih kejam lagi. Sikap paling keji dalam soal kriminal ini, 
ialah apabila si anak tersebut telah lahir dan dalam keadaan hidup Lihat  Yusuf Qaradhawi, Halal 
dan Haram (Bandung: Jabal, 2007), 209  
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yaitu dalam hidup pertumbuhan dan persiapannya.
53
 Sedangkan ulama 
Syafi‟iyah berpendapat dimakruhkan aborsi ketika usia kandungan belum 
sampai 40 hari dan mengharamkan ketika usia kandungan lebih dari 40 
hari.
54
 
 
B. KAIDAH ISTINBATH HUKUM ISLAM 
Sebagaimana dikehendaki oleh aturan baku dalam ilmu ushul fiqh bahwa 
setiap akan menetapkan suatu fatwa terlebih dahulu harus merujuk kepada Al-
Qur‟an dan Sunah. 
Selanjutnya, jika permasalahan yang akan difatwakan hukumnya itu tidak 
ditemukan dalam kedua sumber hukum itu, perlu diteliti dan diperhatikan 
apakah mengenainya pernah ada ijma‟ dari ulama terdahulu. Jika ternyata telah 
terdapat ijma‟, fatwa harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ijma‟. 
Hal ini mengingat bahwa ijma‟ memiliki otoritas kuat, bersifat absolut dan 
berlaku universal. Kemudian, jika tidak terdapat ijma‟, fatwa dikeluarkan 
setelah melalui proses ijtihad dengan menggunakan perangkat-perangkat 
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 Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer. 195. 
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 Gulardi H. Wiknjosastro, dkk, Aborsi Dalam Persperktif Fiqh Kontemporer (Jakarta: 
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), 219. Di Indonesian sendiri Dalam kaitan ini 
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diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar. Lihat Setiawan Budi Utomo dalam, 
http://www.dakwatuna.com/2009/10/4181/aborsi-perspektif-syariah.  
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ijtihad yang memadai serta berpegang pada dalil-dalil hukum lain, seperti qiyas 
dan sebagainya.  
Disamping itu didalam menetapkan suatu fatwa selain merujuk kepada 
kedua sumber hukum Islam (Al-Qur‟an dan As- sunnah) juga  dengan cara 
merujuk dan mengkaji pendapat dari imam madzhab terdahulu. Pengkajian 
terhadap pendapat para imam madzhab ini harus dilakukan secara 
komprehensif, menyeluruh dan seksama. Artinya, jika mengenai masalah yang 
akan difatwakan terdapat beberapa pendapat, semua pendapat itu harus 
diperhatikan dan diteliti, kemudian dikaji dalil-dalil yang dikemukakan 
masing-masing, baru kemudian diputuskan pendapat mana yang akan 
ditetapkan sebagai fatwa. Pendapat yang diambil sebagai fatwa ini sudah 
barang tentu harus merupakan pendapat yang dipandang paling kuat dalilnya 
serta membawa kemaslahatan umat.  
“Dalam masalah yang terjadi khilafiyah (perbedaan pendapat) dikalangan 
madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan 
fiqh muqaran (perbandingan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh 
muqaran yang berhubungan dengan pentarjihan”.55 
Selanjutnya sebelum memberikan fatwa terlebih dahulu mendengarkan 
serta memperhatikan keterangan para ahli mengenai bidang yang akan di 
fatwakan hukumnya. Artinya, jika masalah yang dihadapi merupakan 
masalah-masalah kontemporer misalnya masalah kedokteran, masalah 
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ekonomi dan sebagainya, terlebih dahulu harus mendengarkan penjelasan dari 
para ahlinya sehingga jelas letak permasalahnnya. Setelah itu, barulah 
dilakukan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Dengan cara demikian, 
diharapkan fatwa yang dikeluarkan mempunyai dasar dan landasan yang 
benar secara ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan. 
Dalam hal ini salah satu metode istinbath hukum yang digunakan dalam 
menentukan suatu hukum adalah istihsan.  
1. Pengertian Istihsan 
Istihsan menurut bahasa adalah: menganggap sesuatu itu baik. 
Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh istihsan ialah berpalingnya 
seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang jaliy (nyata) kepada tuntutan 
qiyas yang khafiy (samar), atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum 
istitsnaiy (pengecualian) karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela 
akalnya dan memenangkan perpalingan ini. 
Pada pokoknya istihsan mencakup dua pola: (1) Menguatkan qiyas 
khafiy (yang tersembunyi) atas qiyas jaliy (nyata) karena ada suatu dalil. 
(2) Pengecualian kasuistis (juz‟iyyah) dari suatu hukum kulli (umum) 
dengan adanya suatu dalil.
56
 
2. Rukun Istihsan 
Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi ketika hendak mengambil 
hukum dengan jalan istihsan, yaitu;  
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1) Dalil kulli (dalil umum) atau qiyas jaliy, yaitu dalil yang berlaku 
sebagai ketentuan umum; 
2) Kasus yang belum ada nashnya sebagai far‟ yang mengandung karakter 
khusus sehingga dalil umum tidak dapat diberlakukan dan 
membutuhkan hukum yang khusus pula; 
3) Alasan hukum yang berupa kemaslahatan yang lebih kuat dari dalil 
umum  atau qiyas jaliy sebagai „illat yang berlaku secara khusus; 
4) Al-hukm al-asl atau hukm al-kulliy, yaitu hukum yang ada dalam dalil 
umum atau hasil qiyas jaliy; 
5) Hukm al-far‟i, yaitu hukum yang dihasilkan oleh adanya dalil khusus 
yang berbeda dengan hukm al-kulliy. 
3. Macam-macam Istihsan 
Karena dalil yang dikemukakan untuk memindahkan hukum dari 
ketentuan umumnya itu beragam bentuknya, maka atas dasar ini istihsan 
dibagi dalam enam kategori, yaitu:
57
 
1. Istihsan bi an-nash, yaitu istihsan yang didasarkan atas nash yang 
bersifat khusus. Artinya ada hukum yang berlaku berdasarkan ketentuan 
umum, namun justru ada nash khusus yang membuat perlakuan khusus 
dalam kasus-kasus tertentu. Contohnya, pada dasarnya setiap muslim 
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wajib menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadlan (QS. Al-
Baqarah ayat 183-185). Namun dalam kasus seorang yang karena 
hal0hal tertentu tidak mampu melaksanakan puasa seperti sakit atau 
sedang musafir, maka ia mendapat perlakuan khusus yamg juga ada 
landasan nashnya yaitu QS. Al-Baqarah ayat 184. 
2. Istihsan bi al-ijma‟, yaitu istihsan yang didasarkan atas ijma‟ para 
ulama‟. 
3. Istihsan bi al-qiyas al-khafiy, yaitu istihsan yang mendasarkan 
pengambilan hukumnya atas qiyas khafiy. 
4. Istihsan bi al-maslahah, yaitu Istihsan yang mendasarkan pilihan 
hukumnya atas kemaslahatan. Sebagai contoh adalah peristiwa melihat 
aurat lawan jenis bagi dokter demi kepentingan medis. Berdasarkan 
dalil umumnya seseorang diharamkan untuk melihat aurat lawan 
jenisnya, kecuali ia isteri kepada suami dan sebaliknya, anak kepada 
orang tua dan sebaliknya, dan golongan lain yang diperkenankan 
menurut syara‟. Namun dalam kebutuhan medis untuk melakukan 
operasi atau pertolongan persalinan, seorang dokter diperkenankan 
untuk melihat aurat lawan jenisnya karena untuk kemaslahatan pasien.  
5. Istihsan bi al-„Urf, yaitu istihsan yang didasarkan atas kebiasaan („urf) 
masyarakat.  
6. Istihsan bi al-Darurah, yaitu Istihsan dengan mendasarkan pilihan 
hukumnya atas pertimbangan darurat.  
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Darurat secara bahasa bermakna keperluan yang sangat mendesak atau 
teramat dibutuhkan. Yang dimaksud darurat dalam kaidah ini adalah 
seseorang apabila tidak melakukan hal tersebut maka ia akan binasa atau 
hampir binasa. Contohnya, kebutuhan makan demi kelangsungan hidup di 
saat ia sangat kelaparan. 
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah 
mendefinisikan makna darurat sebagai uzur yang menyebabkan bolehnya 
melakukan suatu perkara yang terlarang.
58
  
Sedangkan mahzhurat adalah hal-hal yang dilarang atau diharamkan 
oleh syariat Islam. Mahzhurat mencakup segala hal terlarang yang berasal 
dari seseorang, baik berupa ucapan yang diharamkan semisal ghibah, adu 
domba, dan sejenisnya, atau berupa amalan hati seperti dengki, hasud, dan 
semisalnya, atau juga berupa perbuatan lahir semacam mencuri, berzina, 
minum khamr, dan sebagainya.
59
 
4. Kehujjahan Istihsan 
Dari definisi istihsan dan penjelasan terhadap kedua macamnya jelaslah 
bahwasanya pada hakekatnya istihsan bukanlah sumber hukum yang 
berdiri sendiri, karena sesungguhnya hukum istihsan bentuk yang pertama 
berdalilkan qiyas yang tersembunyi yang mengalahkan terhadap qiyas 
yang jelas, karena adanya beberapa faktor yang memenangkannya yang 
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membuat tenang hati mujtahid. Sedangkan bentuk yang kedua dari istihsan 
ialah bahwa dalilnya adalah maslahat, yang menuntut pengecualian 
kasuistis dari hukum kulli (umum).
60
 
Mereka yang mempergunakan hujjah berupa istihsan, mereka ini 
kebanyakan dari ulama Hanafiyyah, maka dalil mereka terhadap 
kehujjahannya ialah: bahwasanya beristidlal dengan istihsan merupakan 
istidlal dengan dasar qiyas yang nyata, atau ia merupakan pentarjihan 
suatu qiyas atas qiyas yang kontradiksi dengannya, dengan adanya dalil 
yang menuntut pentarjihan ini, atau ia merupakan istidlal dengan 
kemaslahatan mursalah (umum) berdasarkan pengecualian kasuistis dari 
hukum yang kulli (umum). Semuanya ini merupakan istidlal yang 
shahih.
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A. Sejarah Berdiri MUI62 
Sebagai organisasi yang didirikan oleh ulama dan cendikiawan muslim 
serta tumbuh dan berkembang di kalangan umat Islam. Para ulama menyadari 
kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam fikiran dan paham 
keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai warna 
baru pada dinamika untuk mencari kebenaran yang hakiki. Oleh karena 
ituperlu adanya wadah atau sebuahorganisasi yang mampu mengkondisikan 
dengan baik dan memberikan solusi atas sebuah permasalahan.  
Majelis Ulama Indonesia adalah majelis yang menghimpun para ulama, 
zu‟ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan 
langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. 
Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H bertepatan 
pada tanggal 26 juli 1975 M di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau 
musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu‟ama yang datang dari berbagai 
penjuru tanah air.
63
 
Antara lain duapuluh enam orang ulama yang mewakili 26 provinsi di 
Indonesia pada masa itu, 10 ulama yang merupakan unsur dari organisasi 
Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti Al-
Washliyah, Marth‟laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyah, 4 
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orang ulama dari dinas rohani Islam, TNI Angkatan Laut dan POLRI, serta 13 
orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. 
Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk 
membentuk wadah tempat bermusyawarah para ulama, zu‟ama dan 
cebdekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah PIAGAM BERDIRINYA 
MUI yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian 
disebutMusyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI 
bertepatan ketika bangsa Indonesia telah berada pada fase kebangkitan 
kembali, setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa Indonesia telah 
bersatu dalam perjuangan politik kelompok dan kurang perduli terhadap 
masalah kesejahteraan rohani umat. 
Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris 
tugas-tugas para nabi (Warasatul Anbiya‟). Maka mereka terpanggil untuk 
berperan aktif dalam membangun rakyat melalui wadah MUI. Seperti yang 
pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan 
kemerdekaan. Di sisi lain, umat Islam Indonesia menghadapi tantangan 
global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat 
menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi 
barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat 
melunturkan aspek religius masyarakat serta meremehkan peran agama dalam 
kehidupan umat beragama. 
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Selain itu kemajuan dan keagamaan umat Islam Indonesia dalam alam 
pikiran keagamaan. Organisasi sosial, kecenderungan aliran dan aspirasi 
politik sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber 
pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. 
Dalam perjalanan selama beberapa tahun ini MUI sebagai wadah 
musyawarah para ulama, zu‟ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk 
memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam dalam mewujudkan 
kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah SWT, 
memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan 
kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan 
bagi terwujudnya ukhwah islamiyah dan kerukunan antar umat, ulama dan 
umaro (pemerintah) dan timbal balik antara umat dan pemerintah guna 
mensukseskan pembangunan nasional. 
Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia telah mengalami beberapa kali 
kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian 
ketua umum. Dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Ali 
Yafie, KH. M Sahal Mahfud. Ketua umum MUI yang pertama, yang kedua, 
yang ketiga dan yang keempat telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-
tugasnya.  
B. Visi dan Misi MUI64 
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1. Visi 
Terciptanya kondisi masyarakat kebangsaan dan kenegaraan yang baik 
memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT (baldatun thoyibatun wa 
robbun ghofur) menuju masyarakat yang berkualitas (khoiru ummah) demi 
terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (Izzul Islam wal Muslim) 
dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari 
rahmat bagi seluruh alam (Rahmatal Lil „Alamin). 
2. Misi 
a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif, 
dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah) sehingga 
mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan 
dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah. 
b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma‟ruf nahi mungkar dalam 
mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas 
(khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan. 
c. Mengembangkan ukhwah Islamiyah dan kebersamaan dalam 
mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah negara 
kesatuan Republik Indonesia. 
C. Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI)65 
                                                          
65
 Muhamad Irfangi, “Analisis Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Pada 
Calon Jamaah Haji Tahun 2010” Op Cit,  hlm. 49 
46 
 
 
Sebagai seorang ulama yang ada di Indonesia, sudah saatnya menyadari 
akan peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih lagi 
ditingkatkan, sehingga mampu mengarahkan dan mengawal umat Islam 
dalam menanamkan aqidah Islamiyah, serta membimbing umat Islam dalam 
menjalankan ibadahnya dan menuntut umat Islam dalam mengembangkan 
akhlaqul karimah agar terwujudnya masyarakat yang berkualitas bagi negara 
dan agama. 
Adapun fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagai berikut: 
a. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu‟ama dan cendekiawan muslim 
dalam mengayomi umatnya dan mengembangkan kehidupan yang Islami. 
b. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu‟ama dan cendekiawan muslim 
untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dalam menggalang 
ukhwah Islamiyah. 
c. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi 
antar umat agama. 
d. Sebagai pemberi fatwa umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun 
yang diminta. 
 
D. Orientasi dan Peran MUI66 
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1. Orientasi 
Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi, yaitu: 
a. Diniyah 
Majelis ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 
mendasarisemua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran yang 
kaffah. 
b. Irsyadiyah 
Majelis ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah 
wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kenaikan 
serta melaksanakan amar makruf nahyi munkar dalam arti yang seluas-
luasnya. Setiap kegiatan Majelis ulama Indonesia dimaksudkan untuk 
dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah. 
c. Istijabiyah 
Majelis ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 
berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawaban yang responsif 
dan positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat 
melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba 
dalam kebaikan (istibaq fi al-khairat) 
d. Hurriyah 
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Majelis ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan 
independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung atau 
terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, 
mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.  
e. Ta‟awuniyah 
Majelis ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 
mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan 
ketaqwaan dalam membela kaum dhu‟afa untuk meningkatkan harkat 
dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini 
dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat 
Islam (ukhwah Islamiyah). Ukhwah Islamiyah ini merupakan landasan 
bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan 
kebangsaan (ukhwah wathaniyyah). 
f. Syuriyah 
Majelis ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 
menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan 
melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif, dan aspiratif 
terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang didalam 
masyarakat. 
 
g. Tasamuh 
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Majelis ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 
mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi 
masalah-masalah khilafiyah. 
h. Qudwah 
Majelis ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 
mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa 
kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat. 
i. Duwaliyah  
Majelis ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 
menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif 
memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai ajaran Islam. 
2. Peran 
Berdasarkan jati diri ulama, maka Majelis ulama Indonesia mempunyai 
peran sebagai:
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a. Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (Waratsat al an-biya) 
Majelis ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas 
para nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islamserta memperjuangkan 
terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana 
berdasarkan Islam sebagai waratsat al an-biya (ahli waris tugas-tugas 
                                                          
67
http://mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html. Diakses pada tgl 16-01-2016  
50 
 
 
nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (an-
nubuwwah) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan 
sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensiakan menerima 
kritik, takanan, dan ancaman karena memperjuangkan bertentangan 
dengan sebagai tradisi, budaya dan peradaban manusia.  
b. Sebagai Pemberi Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi Fatwa bagi 
umat Islam baik dimintai maupun tidak dimintai. Sebagai lembaga 
pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan 
menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran 
faham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya. 
c. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ra‟iy wa Khadim al ummah) 
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadim 
al ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, 
aspirasi, dan tuntutan mereka. Dalam kaitannya ini Majelis Ulama 
Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik 
langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa 
keagamaan. Begitu pila Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil 
didepan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan 
bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah. 
d. Sebagai Penggerak Amar Makruf dan Nahyi Munkar 
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Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegak Amar 
Makruf Nahi Munkar, yaitu dengan menegakkan kebenaran sebagai 
kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan 
istiqomah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan 
wadah perkhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang 
senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan 
bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi 
masyarakat dan bangsa yang berkualitas (khairu ummah). 
e. Sebagai Pelopor Gerakan Pembaharuan (al-Tajdid) 
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid yaitu 
gerakan pembaharuan pemikiran Islam. 
f. Sebagai Pelopor Gerakan Ishlah 
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai terhadap 
perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan 
pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat 
menempuh jalan al-jam‟u wat taufiq (kompromi dan persesuaian) dan 
tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan 
tetap terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwah) di kalangan umat 
Islam di Indonesia. 
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E. Kewenangan dan Wilayah Fatwa MUI68 
Yang termasuk dalam kewenangan dan wilayah fatwa MUI diantaranya: 
1. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah syariah 
secara umum, baik dalam bidang akidah, ibadah, maupun akhlak dengan 
senantiasa menjunjung tinggi asas kebenaran dan kemurnian pengamalan 
agama oleh umat Islam di Indonesia. 
2. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah 
keagamaan seperti tersebut pada nomor satu yang menyangkut umat Islam 
Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu 
daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.  
3. Terdapat masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia 
Daerah hanya berhak melaksanakannya. 
4. Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud 
nomor tiga tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa 
yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI. 
5. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan 
fatwa. 
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6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, 
sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu 
menetapkan konsultasi dengan MUI. 
F. Metode Penetapan Fatwa 
Metode yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika 
menetapkan sebuah fatwa adalah sebagai berikut:
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1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para 
imam madzab dan ulama yang mu‟tabar tentang masalah yang akan 
difatwakan tersebut secara seksama berikut dalil-dalilnya. 
2. Masalah yang jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana 
adanya. 
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyahnya di kalangan madzab, maka: 
a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu 
diantara pendapat-pendapat ulama madzab melalui metode al-jam‟u wa 
al-taufiq; dan 
b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan 
fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah dengan 
menggunakan  kaidah-kaidah usul fiqih muqaran. 
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan 
madzab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama‟i (kolektif) 
melalui metode bayani, ta‟lili (qiyas, istihsan, ilhaqi), istishlahi dan sad 
al-zari‟ah. 
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5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum 
(mashalih,‟ammah) dan maqoshid al-syari‟ah. 
G. Fatwa MUI Tentang Hukum Aborsi Terhadap Janin Cacat 
Komisi Fatwa MUI melakukan rapat pada tanggal 3 Februari 2005; 10 
Rabi‟ul Akhir 1426 H./19 Mei 2005 dan 12 Rabi‟ul Akhir 1426 H./21 Mei 
2005 menghasilkan fatwa tentang aborsi II bahwa:
70
  
Menimbang : 
a. bahwa akhir-akhir ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang 
dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama;  
b. bahwa aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak 
memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang 
mengandungnya dan bagi masyarakat umumnya;  
c. bahwa aborsi sebagaimana yang tersebut dalam point a dan b telah 
menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi, 
apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu;  
d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.  
Mengingat : 
1. Firman Allah SWT : Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang 
diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu 
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mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua 
orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena 
takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada 
mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, 
baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah 
kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan 
dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan 
oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya). (QS. al-
An`am[6]:151). 
”Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. 
Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. 
Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar.” (QS. al-
Isra`[17]:31). 
”Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-
orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-
orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. 
Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk 
Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata: ”Ya, Tuhan kami, jauhkan 
azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan 
yang kekal”. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap 
dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan 
(harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 
(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-
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orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak 
membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan 
(alas an) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan 
demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan 
dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal 
dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang 
bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka 
diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal 
saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang 
sebenar-benarnya.” (QS. al-Furqan[25]:63-71). 
“Hai Manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari 
kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu 
dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, 
kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang 
tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan 
dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah 
ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian 
(dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di 
antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang 
dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi 
sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini 
kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah 
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bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-
tumbuhan yang indah.” (QS. al-Hajj[22]:5) 
“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 
(berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang 
disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami 
jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal 
daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang 
belulang itu Kami bungkus dengan daging, Kemudian Kami jadikan dia 
makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang 
Paling Baik.” (QS: al-Mu`minun[23]:12-14)  
2. ”Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya 
dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi `alaqah selama itu 
pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); 
kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat 
kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rizki dan ajalnya, 
serta celaka atau bahagia-(nya); kemudian ditiupkan ruh padanya.” 
(Hadits riwayat Imam al-Bukhari dari `Abdullah). 
”Dua orang perempuan suku huzail berkelahi. Lalu satu dari keduanya 
melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan 
(membunuh pula) kandungannya. Kemudian mereka melaporkan kepada 
Rasulullah. Maka, beliau memutuskan bahwa diat untuk (membunuh) 
janinnya adalah (memberikan) seorang budak laki-laki atau perempuan.” 
(Hadist muttafaq `alaih –riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim- dari Abu 
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Hurairah; lihat `Abdullah bin`Abdur Rahman al-Bassam, Tawdhih al-
Ahkam min Bulugh al-Maram, [Lubnan: Mu`assasah al-Khidamat al-
Thiba`iyyah, 1994], juz V, h.185): 
”Tidak boleh membahakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain.” (Hadist riwayat Ibnu Majah dari `Ubadah bin 
al-Shamit, Ahmad dari Ibn `Abbas, dan Malik dari Yahya).  
3. Qaidah Fiqih : 
”Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada 
mendatangkan kemaslahatan.” 
”Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan).” 
”Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat.”  
Memperhatikan :  
1. Pendapat para ulama : 
a. Imam al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi`I dalah Ihya` `Ulum al-
Din, tahqiq Sayyid `Imrab (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2004), juz II, 
hal.67 : jika nutfah (sperma) telah bercampur (ikhtilah) dengan ovum di 
dalam rahim dan siap menerima kehidupan (isti`dad li-qabul al-hayah), 
maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinayah).  
b. Ulama Al-Azhar dalam Bayan li-an-Nas min al-Azhar asy-Syarif (t.t.: 
Mathba`ah al-Mushhaf al-Syarif, t.th.), juz II, h. 256 : Jika aborsi 
dilakukan sebelum nafkhi ar-ruh, maka tentang hukumnya terdapat 
empat pendapat fuqaha`.Pertama, boleh (mubah) secara mutlak, tanpa 
harus ada alasan medis (`uzur); ini menurut ulama Zaidiyah, 
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sekelompok ulama Hanafi –walaupun sebagian mereka membatasi 
dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi`i, serta 
sejumlah ulama Maliki dan Hanbali.Kedua, mubah karena adala 
alasan medis (`uzur) dan makruh jika tanpa `uzur; ini menurut ulama 
Hanafi dan sekelompok ulama Syafi`i. Ketiga, makruh secara mutlak; 
dan ini menurut sebagian ulama Maliki. Keempat,haram; ini menurut 
pendapat mu`tamad (yang dipedomani) oleh ulama Maliki dan sejalan 
dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan `azl (coitus interruptus); 
hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang 
memungkinkannya tumbuh berkembang. 
Jika aborsi dilakukan setelah nafkhi ar-ruh pada janin, maka semua 
pendapat fuqaha` menunjukkan bahwa aborsi hukumnya dilarang 
(haram) jika tidak terdapat `uzur; perbuatan itu diancam dengan sanksi 
pidana manakala janin keluar dalam keadaan mati; dan sanksi tersebut 
oleh fuqaha` disebut dengan ghurrah.  
c. Syaikh `Athiyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar) dalam Ahsan 
al-Kalam fi al-Taqwa, (al-Qahirah: Dar al-Ghad al-`Arabi, t.th.), juz IV, 
h. 483: Jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama mazhab 
Syafi`i membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurutku, 
kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinaan yang terpaksa 
(perkosaan) di mana (si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan 
hati. Sedangkan dalam kondisi di mana (si wanita atau masyarakat) 
telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan 
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seksual yang haram (zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi 
(terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram), karena 
hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perzinaan).  
2. Fatwa Munas MUI No.1/Munas VI/MUI/2000 tentang Aborsi.  
3. Rapat Komis Fatwa MUI, 3 Februari 2005; 10 Rabi`ul Akhir 1426 H/19 
Mei 2005 dan 12 Rabi`ul Akhir 1426 H/21 Mei 2005.  
Dengan memohon taufiq dan hidayah Allah SWT  
MEMUTUSKAN  
Menetapkan : FATWA TENTANG ABORSI 
Pertama : Ketentuan Umum 
1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan 
sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.  
2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan 
sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.  
Kedua : Ketentuan Hukum 
1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding 
rahim ibu (nidasi).  
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.  
a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan 
aborsi adalah: 
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1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium 
lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat 
lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter. 
2) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu. 
b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat 
membolehkan aborsi adalah: 
1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau 
lahir kelak sulit disembuhkan. 
2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang 
berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, 
dokter, dan ulama. 
c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan 
sebelum janin berusia 40 hari. 
3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat 
zina. 
H. Metode Istinbath Hukum Aborsi Janin Cacat 
Secara umum metode penetapan fatwa MUI tertuang dalam bab 2 pasal 2 
yang terdiri atas tiga ayat, sebagai berikut:
71
 
                                                          
71
 Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. xl 
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1. Setiap Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah  dan sunah rasul 
yang mu‟tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.  
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan sunah Rasul, sebagaimana 
ditentukan pada pasal 2 ayat 1, fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan 
Ijma‟, Qiyas yang mu‟tabar  dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti 
Istihsan, Masalih Mursalaih, dan Saddu Az-zari‟ah. 
3. Sebelum Pengambilan Fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para 
imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil 
hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh 
pihak yang berbeda pendapat, serta pandangan penasehat ahli yang 
dihadirkan.   
Adapun menurut MUI suatu alasan yang diperbolehkan untuk aborsi 
adalah karena ada uzur baik yang bersifat hajat
72
 ataupun darurat.
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 Aborsi 
terhadap janin cacat merupakan salah satu uzur yang bersifat hajat; dan hajat 
terkadang dapat menduduki keadaan darurat. Berikut kami paparkan dalil 
yang dijadikan dasar oleh MUI: 
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 Yang dimaksud bersifat hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak 
melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat. 
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 Sedangkan yang dimaksud keadaan darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang 
apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampi mati. 
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1. Al-Qur‟an.  
a. QS. Al-An‟am ayat 151. 
                       
                           
                         
                       
    
Artinya: 
151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu 
oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan 
Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu 
membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi 
rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati 
perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun 
yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.
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Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). 
b. QS. Al-Isra‟ ayat 31 
                          
         
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 Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, 
rajam dan sebagainya. 
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31. dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. 
kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. 
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
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c. QS. Al-Furqon ayat 63-73 
                    
                     
                   
                              
                   
                     
                        
                        
                     
                         
    
Artinya: 
63. dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-
orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-
orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang 
mengandung) keselamatan. 64. dan orang yang melalui malam hari 
dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka.
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 65. dan orang-orang 
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 Maksudnya orang-orang yang sembahyang tahajjud di malam hari semata-mata karena 
Allah. 
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yang berkata: "Ya Tuhan Kami, jauhkan azab Jahannam dari Kami, 
Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal". 66. 
Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat 
kediaman. 67. dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 
mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan 
itu) di tengah-tengah antara yang demikian. 68. dan orang-orang yang 
tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa 
yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang 
benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, 
niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), 69. (yakni) akan dilipat 
gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab 
itu, dalam Keadaan terhina, 70. kecuali orang-orang yang bertaubat, 
beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti 
Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 71. dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal 
saleh, Maka Sesungguhnya Dia bertaubat kepada Allah dengan taubat 
yang sebenar-benarnya. 
 
2. Al-Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari „Ubadah bin al-Shamit, riwayat 
Ahmad dari Ibn „Abbas, dan Malik dari Yahya. 
 ٍبا ٍع ذًحاو ,جياصنا ٍب ةدابع ٍع تجاي ٍبا ِاور( َراَرِض َلاَو َرَرَض َلا شاّبع
)يحي ٍع كنايو 
Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari „Ubadah 
bin al-Shamit, riwayat Ahmad dari Ibn „Abbas, dan Malik dari Yahya). 
3. Kaidah fiqih: 
 Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan daripada 
mendatangkan kemaslahatan. 
 Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan) 
ِثاَرْوُرَضّنا َتَنِسُْ َي ُلِسُْ َح ْذَق ُتَجاَحْنَا 
 Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat. 
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BAB IV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum Aborsi Terhadap Janin Cacat 
Sebelum menganalisis tentang Fatwa MUI terkait hukum aborsi terhadap 
janin cacat, penulis terlebih dahulu akan memaparkan latar belakang 
munculnya fatwa tersebut. Bahwasanya MUI menetapkan fatwa tentang 
aborsi dikarenakan adanya suatu problematika yang telah dihadapi oleh 
masyarakat – yakni aborsi ilegal yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak 
memiliki kompetensi dan tanpa memperhatikan tuntunan agama – sehingga  
dari dilakukannya aborsi tersebut menimbulkan bahaya bagi ibu yang 
mengandungnya dan bagi masyarakat pada umumnya; baru kemudian MUI 
menetapkan fatwa tentang hukum aborsi sekaligus menjelaskan serta 
menjabarkan macam-macam aborsi yang boleh dilakukan yaitu aborsi karena 
ada hajat dan darurat. 
Sebagaimana yang telah penulis sebutkan pada BAB II skripsi ini bahwa 
terkait aborsi dalam pandangan ulama baik dalam literatur fiqh klasik maupun 
kontemporer selalu kontroversial. Begitu juga dikalangan masyarakat. Jika 
dianalisis, inti atau subtansi penyebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut 
adalah karena berbeda sudut pandang dalam melihat sejak kapan dimulainya 
suatu kehidupan manusia. Apakah kehidupan itu dimulai sejak konsepsi atau 
dimulai sejak ditiupkannya ruh. 
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Sebagian besar ahli fiqh menyakini bahwa tiga tahap perkembangan 
kandungan
77 
seperti yang digambarkan dalam Q.S. al-Mu‟minun: 12-14 yaitu: 
                        
                  
                        
                  
 
12. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 
(berasal) dari tanah. 13. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang 
disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 14. kemudian air mani itu Kami 
jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal 
daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang 
belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia 
makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang 
paling baik. (Q.S. al-Mu‟minun: 12-14). 
Kata nuthfah, „alaqah dan mudghah, bahwa janin ketika itu belum 
memiliki jiwa manusia tetapi hanya menunjukkan kehidupan ( al-hayah al-
nabathiyah). Sesudah itu janin baru dinyatakan memiliki gerakan yang 
berkemauan atau berkehendak (al-harakah al-iradiyah) sebagai indikasi telah 
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 Setiawan Budi Utomo dalam, http://www.dakwatuna.com/2009/10/4181/aborsi-
perspektif-syariah. Diakses pada tanggal 18-03-2016. 
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adanya ruh. Sementara ulama yang menolak aborsi menyakini bahwa proses 
kehidupan itu dimulai sejak konsepsi dan saling berkaitan antara proses 
kehidupan satu dengan proses kehidupan berikutnya. Begitu juga proses 
pemberian ruh (nafhki ruh) tidak akan terjadi tanpa melalui proses kehidupan 
lainnya.
78
  
Menurut MUI sebagaimana yang telah penulis paparkan pada BAB III 
skripsi ini bahwa pada dasarnya melakukan aborsi (menggugurkan 
kandungan) sejak terjadinya implantasi blastosis (pembuahan) pada dinding 
rahim ibu (nidasi) hukumnya haram; kecuali kalau ada uzur maka baru boleh 
dilakukan. Adapun suatu uzur (alasan) yang diperbolehkan untuk aborsi 
menurut MUI yaitu uzur yang bersifat darurat dan hajat; dengan syarat aborsi 
harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
79
 Hal ini menunjukkan 
bahwasanya aborsi terhadap janin cacat apabila janin sudah mencapai umur 
40 hari atau lebih, maka menurut  MUI dilarang. Lain halnya dengan 
pendapat fuqaha yang mana jika aborsi dilakukan setelah nafkhi ar-ruh 
(peniupan ruh) kalau tidak terdapat uzur maka hukumnya dilarang (haram); 
perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana manakala janin keluar dalam 
keadaan mati; dan sanksi tersebut oleh fuqaha disebut dengan ghurrah,
80
 
sedangkan kalau terdapat uzur maka aborsi baru diperbolehkan.  
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 Setiawan Budi Utomo. Op. Cit  
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 Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 224 
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 Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm.222 
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Sedangkan mengenai metode penetapan hukum MUI secara umum jika 
dianalisis maka metode penetapannya adalah sebagai berikut: bahwa MUI 
dalam buku pedoman dan metodologinya, tercantum dalam Himpunan Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia bahwa fatwa harus mempunyai dasar hukum, yaitu 
Al-Qur‟an dan Hadits Nabi, serta harus membawa kemaslahatan umat. 
Ketentuan ayat ini merupakan kesepakatan dan keyakinan umat Islam bahwa 
setiap fatwa harus berdasarkan pada kedua sumber hukum yang telah 
disepakati tersebut. Fatwa yang bertentangan atau tidak didasarkan dengan 
keduanya dipandang tidak sah, bahkan dipandang sebagai tahakkum 
(membuat hukum atas kehendak sendiri) dan perbuatan dusta atas nama Allah 
yang sangat dilarang agama. Sebagaimana firman Allah:  
a. QS. An-Nahl ayat 116 
                   
                         
116. dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 
lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-
adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung. 
 
b. QS. Al-A‟raaf ayat 33 
                                 
                           
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33. Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik 
yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak 
manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah 
dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan 
(mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu 
ketahui." 
Mengenai Sunnah Rasul, dalam penetapan fatwa yang dilakukan MUI 
hanyalah sunnah mu‟tabarah, yakni sunnah yang dapat dijadikan hujjah. 
Sedangkan mengenai kemaslahatan, hal ini sejalan dengan tujuan syariah 
hukum Islam. 
Ayat pertama BAB III ini juga menghendaki bahwa setiap akan 
menetapkan fatwa terlebih dahulu harus merujuk kepada Al-Qur‟an dan 
Sunah, sebagaimana dikehendaki oleh aturan baku dalam ilmu ushul fiqh. 
Selanjutnya, jika permasalahan yang akan difatwakan hukumnya itu tidak 
ditemukan dalam kedua sumber hukum itu, perlu diteliti dan diperhatikan 
apakah mengenainya pernah ada ijma‟ dari ulama terdahulu. Jika ternyata 
telah terdapat ijma‟, fatwa harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan 
ijma‟. Hal ini mengingat bahwa dalam pandangan MUI hukum ijma‟ adalah 
memiliki otoritas kuat, bersifat absolut dan berlaku universal. Kemudian, jika 
tidak terdapat ijma‟, fatwa dikeluarkan setelah melalui proses ijtihad dengan 
menggunakan perangkat-perangkat ijtihad yang memadai serta berpegang 
pada dalil-dalil hukum lain, seperti qiyas dan sebagainya. Demikian ayat 2. 
Jika ayat 1 dan 2 diatas menawarkan metode ijtihad insya‟i, ayat ke 3 
menawarkan pula ijtihad intiqa‟i, yakni dengan cara merujuk dan mengkaji 
pendapat dari imam madzhab terdahulu. Pengkajian terhadap pendapat para 
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imam madzhab ini harus dilakukan secara komprehensif, menyeluruh dan 
seksama. Artinya, jika mengenai masalah yang akan difatwakan terdapat 
beberapa pendapat, semua pendapat itu harus diperhatikan dan diteliti, 
kemudian dikaji dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing, baru kemudian 
diputuskan pendapat mana yang akan ditetapkan sebagai fatwa. Pendapat 
yang diambil sebagai fatwa ini sudah barang tentu harus merupakan pendapat 
yang dipandang paling kuat dalilnya serta membawa kemaslahatan umat. 
Metode demikian dilakukan dengan sebuah pendekatan yang lazim disebut 
muqaranah al-mazahib, sebagaimana dimaksudkan oleh bab 3 pasal 3 ayat 3 
yang menyatakan: 
“Dalam masalah yang terjadi khilafiyah (perbedaan pendapat) dikalangan 
madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan 
fiqh muqaran (perbandingan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh 
muqaran yang berhubungan dengan pentarjihan”.81 
Ayat ketiga BAB III menghendaki bahwa sebelum pengambilan fatwa 
hendaklah didengar terlebih dahulu keterangan para ahli mengenai bidang 
yang akan di fatwakan hukumnya. Artinya, jika masalah yang dihadapi MUI 
merupakan masalah-masalah kontemporer misalnya masalah kedokteran, 
masalah ekonomi dan sebagainya, MUI harus mendengarkan penjelasan 
terlebih dahulu dari para ahlinya sehingga jelas letak permasalahnnya. Setelah 
itu, barulah dilakukan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Dengan cara 
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demikian, diharapkan fatwa yang dikeluarkan mempunyai dasar dan landasan 
yang benar secara ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan. 
Dalam pandangan MUI sejalan dengan pandangan ulama lain, hukum 
Islam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu hukum-hukum qath‟iy82 dan 
hukum-hukum zhanniy
83
. Jika permasalahan yang diajukan ke MUI 
merupakan masalah yang termasuk dalam kategori qath‟iy berdasarkan ayat 2 
pasal 3 ini  MUI hanya menyampaikan apa adanya, dalam arti ijtihad tidak 
perlu dilakukan, karena hal itu memang bukan merupakan wilayah ijtihad. 
Sedangkan apabila permasalahan yang diajukan ke MUI merupakan masalah 
yang termasuk dalam kategori zhanniy maka MUI dalam menetapkan suatu 
hukumnya perlu melakukan ijtihad. 
B. Analisis Metode Istinbath Hukum Aborsi Janin Cacat 
Menurut analisis penulis bahwa metode istinbath yang dilakukan MUI 
dalam menetapkan fatwa tentang aborsi tehadap janin cacat adalah dengan 
menggunakan metode istihsan bi al-maslahah yaitu istihsan yang 
mendasarkan pilihan hukumnya atas dasar kemaslahatan yang didalamnya 
mengadopsi maqasid al-syari‟ah (tujuan-tujuan ditetapkannya hukum); 
diantaranya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia 
maupun di akhirat, sehingga tidak ada satupun hukumnya yang ditetapkan 
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 Semua ketentuan hukumnya tidak membutuhkan penafsiran lagi. 
83
 Ketentuan hukumnya mengandung dan menampung berbagai penafsiran. 
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oleh syara‟ yang tidak mengandung kemaslahatan, karena pada dasarnya 
penetapan hukum itu menghindari dari kemadharatan yang ada. 
Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada BAB II skripsi ini bahwa 
kemaslahatan manusia dapat tercapai apabila terealisasinya dharuriyat, 
hajiyat dan tahsiniyat, karena kemaslahatan manusia yang merupakan 
maqasid al-syari‟ah itu tidak terlepas dari tiga hal tersebut di atas. 
Pembagian tersebut didasarkan pada urutan pentingnya maslahat-maslahat 
tersebut, maslahat dharuriyat menempati urutan yang pertama dan maqasid 
al-syari‟ah yang paling penting atau pokok yang berhubungan dengan 
pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda; sehingga jika 
tidak terpenuhinya lima hal tersebut dapat mengakibatkan hancur serta 
rusaknya sendi kehidupan dan secara otomatis kenikmatan dan kemaslahatan 
yang ada akan hilang dan musnah dari manusia. 
Maslahat hajiyat menempati urutan kedua, ia merupakan kebutuhan 
skunder manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai 
menghancurkan sendi kehidupan manusia, tetapi dapat mengakibatkan 
manusia ke dalam kesukaran dan kesulitan yang menimbulkan beban berat 
bagi manusia itu sendiri. 
Maslahat tahsiniyat merupakan urutan ketiga, atau yang terakhir, karena ia 
hanya sebagai pelengkap. Jika maslahat ini tidak terpenuhi maka tidak akan 
hancur sendi kehidupan dan juga tidak akan terjerumus dalam kesulitan; 
hanya saja ia kurang sempurna.    
74 
 
 
Dalam mewujudkan kemaslahatan di atas, syara‟ menetapkan prinsip-
prinsip umum sebagai berikut: 
 Kemadharatan harus dihilangkan; 
 Tidak boleh menghilangkan kemadharatan dengan kemadharatan yang 
sama/yang lebih besar;
84
 
 Dalam keadaan darurat diperbolehkan hal-hal yang terlarang;85 
 Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan; 
 Segala kesulitan dapat mendatangkan kemudahan.86 
Sebagaimana penulis sebutkan dalam BAB III di sana terdapat beberapa 
ayat  yang menjadi dasar tentang larangan-larangan pembunuhan, walaupun 
tidak secara langsung tentang aborsi namun secara eksplisit juga larangan 
tentang aborsi. 
Telah menjadi konsensus para ahli fiqih bahwa sengaja menggugurkan 
kandungan setelah terjadinya nafkh al-ruh (peniupan ruh) pada janin 
hukumnya haram karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap 
nyawa;
87
 kecuali adanya suatu uzur (alasan) yang dibenarkan oleh syara‟ 
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 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Gema Risalah Press, 1996) hlm. 324 
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 Ibid., 
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 Ibid., hlm. 327 
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Sebagaimana yang telah dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi dari Ibnu Hazm dalam kitab 
al-Muhalla-nya beliau menganggap tindakan ini sebagai tindakan kejahatan pembunuhan dengan 
sengaja yang mewajibkan pelakunya menanggung segala resiko, seperti hukum qishash dan lain-
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maka aborsi baru dibolehkan. Hal ini berbeda dengan fatwa yang telah 
ditetapkan MUI Nomor 4 Tahun 2005 bahwa aborsi (menggugurkan 
kandungan) setelah nafkh al-ruh (peniupan ruh) tetap dilarang walaupun 
dengan adanya uzur karena aborsi setelah terjadinya peniupan ruh 
menimbulkan dampak negatif yang besar bagi si ibu; seperti terancamnya 
nyawa si ibu.  
Sebagaimana dijelaskan pada BAB II bahwa alasan aborsi ditinjau dari 
sudut medis ada dua alasan. Pertama: demi menjaga kesehatan sang ibu, 
berdasarkan kaidah fiqih bahwa dalam keadaan terpaksa dibolehkan hal-hal 
yang dilarang dan apabila terjadi pertentangan dua mafsadat, maka haruslah 
diperhatikan yang lebih besar madharatnya dan diambil mafsadat yang paling 
ringan untuk dikerjakan.
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Dalam hal ini apabila kehamilan dipertahankan sampai melahirkan, 
dikhawatirkan keselamatan sang ibu akan terancam. Maka dibolehkan 
menggugurkan kandungan. Keselamatan ibu diutamakan karena eksistensinya 
sudah jelas daripada janin yang belum dilahirkan. Kematian sang ibu akan 
membawa dampak yang tidak baik bagi dirinya, keluarganya dan orang yang 
ditinggalkan atau mungkin masyarakat sekitar karena sang ibu mempunyai 
hak dan kewajiban, sedangkan bagi si janin sudah mempunyai hak tetapi 
belum mepunyai kewajiban walaupun sebenarnya menggugurkan kandungan 
                                                                                                                                                               
lain. Lihat Yusuf Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, jilid 2 (Jakarta, Gema Insani, 1995), 
772.    
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 Djazuli, kaidah-kaidah fikih (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, hlm. 9 
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atau mengorbankan nyawa sang ibu sama-sama bertentangan dengan konsep 
masalah yaitu mempertahankan jiwa yang dalam urutannya termasuk hal 
yang dharuriyat. Dalam hal ini dipilih madharat yang lebih ringan.   
Dalam situasi seperti itu Islam mentolerir menggugurkan kandungan lebih 
kecil daripada membiarkan nyawa ibu melayang demi menyelamatkan nyawa 
sang ibu harus didahulukan sesuai dengan prinsip-prinsip maslahat di atas. 
Kedua: apabila janin dalam kandungan menderita cacat mental yang berat 
dan cacat itu tidak mungkin dapat disembuhkan. Apabila sudah dapat 
dipastikan bahwa janin menderita kelainan genetik dan cacat yang berat, 
maka langkah yang tepat untuk diambil adalah aborsi karena melihat masa 
depan anak yang tidak dapat berkembang sebagaimana manusia normal 
lainnya; dan cenderung anak tersebut tidak mampu mandiri dan akan selalu 
menjadi beban orang lain dan selalu menggantungkan hidupnya kepada orang 
lain. 
Walaupun pada dasarnya membunuh janin tidak dibenarkan, sebagaimana 
telah dijelaskan di atas. Disana terdapat larangan-larangan pembunuhan 
namun demi kemaslahatan dan melihat dampak yang tidak baik maka 
dibolehkan. Jadi dalam menentukan hukum harus mengandung kemaslahatan, 
sebagaimana dijelaskan pada pembahasan di atas. 
Dari uraian di atas dan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar, 
maka aborsi (pengguguran kandungan) terhadap janin cacat diperbolehkan. 
Dengan demikian metode fatwa yang dilakukan oleh MUI dalam menetapkan 
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fatwa terkait hukum aborsi terhadap janin cacat adalah sesuai dengan metode 
istinbath kaidah hukum Islam karena setiap akan menetapkan fatwa terlebih 
dahulu MUI merujuk kepada Al-Qur‟an dan Sunah, sebagaimana dikehendaki 
oleh aturan baku dalam ilmu ushul fiqh. 
Selanjutnya, jika permasalahan yang akan difatwakan hukumnya itu tidak 
ditemukan dalam kedua sumber hukum itu, perlu diteliti dan diperhatikan 
apakah mengenainya pernah ada ijma‟ dari ulama terdahulu. Jika ternyata 
telah terdapat ijma‟, fatwa harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan 
ijma‟. Hal ini mengingat bahwa dalam pandangan MUI hukum ijma‟ adalah 
memiliki otoritas kuat, bersifat absolut dan berlaku universal. Kemudian, jika 
tidak terdapat ijma‟, fatwa dikeluarkan setelah melalui proses ijtihad dengan 
menggunakan perangkat-perangkat ijtihad yang memadai serta berpegang 
pada dalil-dalil hukum lain, seperti qiyas dan sebagainya. Demikian ayat 2. 
Disamping itu MUI dalam menetapkan fatwa selain merujuk kepada kedua 
sumber hukum Islam (Al-Qur‟an dan As- sunnah) juga  dengan cara merujuk 
dan mengkaji pendapat dari imam madzhab terdahulu. Pengkajian terhadap 
pendapat para imam madzhab ini harus dilakukan secara komprehensif, 
menyeluruh dan seksama. Artinya, jika mengenai masalah yang akan 
difatwakan terdapat beberapa pendapat, semua pendapat itu harus 
diperhatikan dan diteliti, kemudian dikaji dalil-dalil yang dikemukakan 
masing-masing, baru kemudian diputuskan pendapat mana yang akan 
ditetapkan sebagai fatwa. Pendapat yang diambil sebagai fatwa ini sudah 
barang tentu harus merupakan pendapat yang dipandang paling kuat dalilnya 
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serta membawa kemaslahatan umat. Metode demikian dilakukan dengan 
sebuah pendekatan yang lazim disebut muqaranah al-mazahib, sebagaimana 
dimaksudkan oleh bab 3 pasal 3 ayat 3 yang menyatakan: 
“Dalam masalah yang terjadi khilafiyah (perbedaan pendapat) dikalangan 
madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan 
fiqh muqaran (perbandingan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh 
muqaran yang berhubungan dengan pentarjihan”.89 
Selanjutnya MUI sebelum memberikan fatwa terlebih dahulu 
mendengarkan serta memperhatikan keterangan para ahli mengenai bidang 
yang akan di fatwakan hukumnya. Artinya, jika masalah yang dihadapi MUI 
merupakan masalah-masalah kontemporer misalnya masalah kedokteran, 
masalah ekonomi dan sebagainya, MUI harus mendengarkan penjelasan 
terlebih dahulu dari para ahlinya sehingga jelas letak permasalahnnya. Setelah 
itu, barulah dilakukan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Dengan cara 
demikian, diharapkan fatwa yang dikeluarkan mempunyai dasar dan landasan 
yang benar secara ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan. 
 
 
  
 
                                                          
89 
Ibid.,, hlm. xlii 
79 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dan penjelasan di atas, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan mengenai konsep MUI tentang hukum aborsi 
terhadap janin cacat yaitu: 
1. Aborsi terhadap janin cacat merupakan suatu kasus baru yang di dalam 
nash belum ditetapkan ketentuan hukumnya maka metode yang digunakan 
adalah istihsan bi al-maslahah yaitu Istihsan yang mendasarkan pilihan 
hukumnya atas kemaslahatan . 
2. Bahwasanya metode penetapan hukum MUI tersebut sudah sesuai dengan 
metode istinbath hukum Islam karena MUI dalam menetapkan fatwa 
terlebih dahulu merujuk kepada Al-Qur‟an dan Sunah, sebagaimana 
dikehendaki oleh aturan baku dalam ilmu ushul fiqh. Selanjutnya, jika 
permasalahan yang akan difatwakan hukumnya itu tidak ditemukan dalam 
kedua sumber hukum itu, MUI merujuk kepada ijma‟ ulama terdahulu. 
Jika ternyata telah terdapat ijma‟, fatwa harus sejalan dan tidak boleh 
bertentangan dengan ijma‟. Hal ini mengingat bahwa dalam pandangan 
MUI hukum ijma‟ adalah memiliki otoritas kuat, bersifat absolut dan 
berlaku universal. Kemudian, jika tidak terdapat ijma‟, fatwa dikeluarkan 
setelah melalui proses ijtihad dengan menggunakan perangkat-perangkat 
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ijtihad yang memadai serta berpegang pada dalil-dalil hukum lain, seperti 
qiyas dan sebagainya. 
B. Saran   
1. Kepada generasi muda, da‟i dan pemuka hendaklah lebih memperdalam 
ilmu-ilmu keislaman dan masalah-masalah hukum yang semakin kompleks 
dan membutuhkan ijtihad dalam masalah kontemporer. 
2. Hendaklah umat Islam dalam memahami hukum Islam dilakukan secara 
menyeluruh. Hal ini untuk menghindari pemahaman yang parsial yang 
justru akan menyesatkan umat Islam itu sendiri. 
3. Bagi kalangan dokter yang beragama Islam hendaklah memberikan 
pengertian yang menyeluruh terhadap pasien. Penyampaian harus arif dan 
bijaksana. Hal ini untuk menghindari terjadinya aborsi dalam kategori 
kriminal. 
4. Kepada generasi muslim agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas, 
hubungan seks karena itu akan menjerumuskan pada kehinaan dan 
kenistaan. 
C. Penutup 
Alhamdulillahi rabbil „alamin, segala puji dan syukur hanya terucap 
kepada Allah SWT semata karena dengan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini 
dapat terselesaikan dengan lancar walaupun sering mengalami hambatan dan 
rintangan.  
81 
 
 
Sebagai sebuah kajian hukum maka apa yang telah penulis paparkan 
dalam skripsi ini bukanlah suatu kata final dan masih jauh dari 
kesempurnaan, banyak kelemahan dan kekurangan baik dari segi 
pengumpulan data maupun analisanya sehingga untuk menyempurnakannya 
diperlukan kritik dan saran dari semua pihak. 
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